ABSTRAK

Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan
sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu
jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan kadang termuat
dalam akta perdamaian (akta van dading). Salah satu akta perdamaian yang dibuat
dihadapan Majelis Hakim di pengadilan yang penulis teliti adalah akta yang
termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
360/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel yang dieksekusi pada tahun 2019 melalui Sita
Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor 70/Eks.Pdt/2019 terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel. Oleh karena itulah
Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:1)Bagaimana kekuatan
mengikat dari akta perdamaian terhadap kewajiban debitur terhadap pembayaran
hutang dalam Penetapan Ketua Pegadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
70/Eks.Pdt/2019;2)Bagaimana tanggung jawab Penjamin apabila Debitur
melakukan cidera janji/wanprestasi;3) Bagaimana pandangan Islam mengenai
perjanjian jaminan perseorangan dalam akta perdamaian tentang pelunasan hutang
debitur. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan
penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah:
akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan eksekutorial
sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk kasus
yang Penulis teliti, yaitu Penetapan Ketua Pegadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 70/Eks.Pdt/2019. Tanggung jawab Penjamin apabila Debitur melakukan
cidera janji/wanprestasi pada prinsipnya Penjamin tidak wajib membayar utang
debitur kepada kreditur, kecuali jika Debitur lalai membayar utangnya. Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada
Kreditur agar haknya kembali. Penjamin tetap memiliki kewajiban untuk
membayar hutang Debitur. Dalam pandangan Islam kasus yang Penulis teliti
termasuk jenis Al-wakalah al- amah, yaitu akad wakalah dimana pemberian
wewenang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci. Dalam penyitaan
jaminan pada Rahn Tasjily, penyitaan yang dilakukan harus dengan prosedur
syariah. Setelah prosedur diatas dipenuhi dan telah sampai pada waktu yang
ditetapkan maka pihak berhutang wajib untuk menyelesaikan hutangnya.
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